BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lamatuka, Kecamatan
Lebatukan, Kabupaten Lembata. Pengelolaan Keuangan BUMDes Tahun
Anggaran 2018-2021 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Peraturan Meteri Desa No.4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan
pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021, tentang Pengelolaan BUMDESs, namun masih terdapat kendala

pada setiap tahapannya yang dapat disimpulkan di bawah ini:

1. Tahapan Pengelolaan BUMDes Desa Lamatuka.
Pada tahap perencanaan dan tahap pertanggungjawaban BUMDes Desa
Lamatuka dikatakan sudah baik karena sesuai dengan Peraturan Menteri
Desa Nomor 4 Tahun 2015. Pada tahap pelaksanaan, tahap
penatausahaan,tahap pelaporan dikatakan kurang baik karena belum
sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015.

2. Faktor—faktor yang menyebapkan terhambatnya pengelolaan BUMDes
Desa Lamatuka antara lain sumber daya manusia yang masih rendah,
kurangnya Pengalaman dan Pelatihan bagi pengurus BUMDes untuk

pengelolaan BUMDes serta adanya pandemi covid-19.
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6.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis, maka peneliti memberikan saran sebagai
berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa Lamatuka untuk mengadakan Pelatihan bagi
pengelola BUMDes terkhususnya Bendahara terkait dengan Proses
Pembukuan Laporan Keuangan BUMDes agar Bendahara dapat membuat
suatu laporan keuangan BUMDes yang baik. Selain itu juga diharapkan
agar pemerintah Desa Lamatuka bisa mengembangkan usaha BUMDes agar
bisa lebih dikenal oleh kalangan masyarakat desa-desa lain maupun
di tingkat kecamatan.

2. Bagi Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat diharapkan supaya terus menjalankan kebijakan SOP
yang berlaku pada BUMDes dan memberikan pengawasan serta pelatihan
bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa.
Kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa,
lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola oleh

masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat desa itu sendiri.
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